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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedo>man Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN

SOSIAL.
BAB |
KETENTUAN UMUM
et Pasal 1

5éiam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

Bupati Sanggau selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah vyang
bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten
Sanggau.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat DPRD
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat

daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana kerja dan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah -kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan

untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial
kemasyarakatan;dalam bentuk uang dan / atau barang kepada kelompdk / anggota
masyarakat diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta
memiliki  kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah,
bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan
bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun

anggaran. ‘
Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian
hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah
daerah dengan penerima hibah.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan,
profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan
serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi
non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-

undangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta penyelesaian kerugian
keuangan daerah dalam rangka pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari

APBD Kabupaten Sanggau

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.
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BAB IlI
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam membe'rikan hibah disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada .ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang

pencapaian sasaran program dan kegiatan. pemerintah daerah dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:

g

(6)

3)

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan

d. mematuhi semua ketentuan tentang pelaksanaan pemberian hibah.

Belanja hibah dikelola secara tertib dikelola tepat waktu tahun anggaran (1 Januari s/d 31
Desember) dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pemberian hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta / kelompok masyarakat
dan atau organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lainnya;
c. perusahaan daerah;
d. badan / lembaga / organisasi swasta;
e. kelompok masyarakat; dan/atau
f. organisasi kemasyarakatan.
Pasal 6
(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, yang
berada di Wilayah Kabupaten Sanggau, seperti : KPUD dalam rangka Pemilukada,
Kepolisian Daerah dalam rangka pengamanan Pemilukada, Tentara Manunggal
Membangun Desa (TMMD).
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

diberikan kepada Kabupaten Baru hasil pemekaran Kabupaten Sanggau (dibawah 3
.tahun). :

Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima
pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

~livah kepada badan / lembaga / organisasi swasta sebagaimana dimaksud dalam Pz~ -!

S huruf © liberikan kepada badan / lembaga / organisasi swasta yang dibentuk bertujuan

untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e
diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang seperti:

a. Bidang Perekonomian;

Bidang Pendidikan;

Bidang Kesehatan;

Bidang Keagamaan;

Bidang Kesenian;

Bidang Kepemudaan;

Bidang Kebudayaan;

. Bidang Unit Pemadam Kebakaran;
Bidang Organisasi Kewanitaan;

j. Bidang Badan Kematian;

k. Bidang Adat istiadat; dan / atau

I.  Bidang Keolahragaan Non Profesional.

S ™0 00T

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan, seperti: Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Badan
Narkotika Nasional (BNN), Lembaga terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS, Palang
Merah Indonesia (PMI), Pramuka, dst.

Pasal 7

Hibah kepada badan / lembaga / organisasi swasta dan kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) diberikan dengan persyaratan:

~ memiliki kepéhgilirusan yang jelas meliputi kelengkapan dokumen Pendirian, Angaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga;

b. taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat;

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah Kabupaten Sanggau; dan
d. pemberian hibah dilaksanakan harus atas persetujuan Bupati.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

diberikan dengan persyaratan:

a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Sanggau sekurang-kurangnya 3 tahun,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat;

¢c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Sanggau;

. memiliki sekretariat tetap; dan
e. pemberian hibah dilaksanakan harus atas persetujuan Bupati.

Q.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 8
Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, badan, lembaga, organisasi
swasta, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan
usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Bupati.

Usulan / proposal hibah dari kelompok masyarakat mendapat Rekomendasi dari Camat
setempat dan khusus untuk bantuan Lembaga Ibadah dan Sarana Ibadah selain
rekomendasi dari Camat juga dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Islam, Keuskupan /
Paroki untuk Katolik dan Badan Musyawarah Antar Gereja (BAMAG) untuk Protestan.

Contoh Format Usulan/Proposal Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada
Lampiran | Peraturan Bupati ini. 255
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(4) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana
~Aimals u! nada ayat (1).

(5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaivasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(6) Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum pada Lampiran Il

Peraturan Bupati ini.
(7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (4) dan ayat (6) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman
plafond anggaran belanja hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 10

(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek, dan:rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. )

.(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang

diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak

ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang ataujasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh

Bupati dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;

tujuan pemberian hibah;

waktu pelaksanaan hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban penerima hibah;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

tata cara pelaporan hibah. 256
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(3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
(4) Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat
(3) untuk hibah berupa uang oleh Kepala PPKD dan hibah berupa barang/jasa oleh Kepala

SKPD terkait selaku pengguna anggaran/barang.
(5) Contoh format NPHD sebagaimana pada Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 14
(1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau

jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. -

- (2) Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
(3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.
(4) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Sanggau kepada penerima
hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(5) Pengajuan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung
(LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja hibah pencairan selanjutnya

di transfer ke rekening penerima hibah. 7
(6) Penerima hibah harus memiliki rekening aktif pada PT. Bank Kalbar Cabang Sanggau
sebagai tempat kedudukan Kas Daerah.

(7) Mekanisme penyaluran hibah dilaksanakan secara triwulanan (sampai dengan Rp.
10.000.000 ke atas) dan atau sesuai ketersedian dana yang ada pada rekening giro
bendahara pengeluaran khusus belanja hibah.

Pasal 15

Pengadaan barang dan:jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalar;1 Pasal 3 ayat
(:1_.) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
(3) Contoh format penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun

anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18
Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
c. NPHD; .
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD:;
e. kuitansi dinas sebagai bukti penvaluran hibah- 257
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f. Copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan
g. bukti transfer uang atas pemberian hibah.
Pasal 19
(1) Pertanggungjawaban SKPD atas pemberian hibah dalam bentuk barang/jasa meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah barang/jasa;

c. NPHD;
d. bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa..

(2) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksur
pada ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran Vi Peraturan Bupati ini.

Pasal 20
(1) Penerima hibah dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah; dan / atau
b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah bermaterai cukup yang
menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. '
(3) Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
tercantum pada Lampiran VIl Peraturan Bupati ini.

" (4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi

penerima hibah berupa uang.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya transfer
hibah dan terakhir..tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali

ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

'(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan

oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau
dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan
akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah herupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota / kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
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Pasal 24

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

a.

(1)

)

<)

S

)

(6)

(1)

kelompok / anggota masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki
kegiatan tertentu dalam Jhjdang pendidikan, kesehatan, keagamaan kesenian dan
olahraga yang bersifat sosial kemasyarakatan: ‘

individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum:;

lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Pasal 25

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) memenuhi
kriteria:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan; dan / atau

e. pemberian bantuan sosial harus atas persetujuan Bupati.

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan
sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas;

b. taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, manfaat;

c. Rekomendasi dari Camat / Kelurahan / Desa; dan

d. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau;

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak haius diberikan

setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima
bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa
tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

. rehabilitasi sosial;

. perlindungan sosial;

. pemberdayaan sosial;

. jaminan sosial;

. penanggulangan kemiskinan; dan
penanggulangan bencana.

o}

O 20 T

Pasal 26

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a ditujukan
untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, seperti:
pemberian motivasi dan diagnosis pisikologis kepada cacat mental, perawatan dan
pengasuhan orang tua jompo.
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Pasal 27

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf b ditujukan
untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal, seperti: pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang
miskin yang terkena masalah hukum.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf c¢ ditujukan
untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pemberian
stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman
atau mainan anak tradisional.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf d merupakan
skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak, seperti: Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang
sakit dan orang cacat, pensiunan/veteran berupa bantuan iuran ASKES.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, seperti: pemberian
pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, dan/atau penyediaan
pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi

pedagang kecil atau pengerajin.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf f
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, seperti: bantuan kepada
kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan

atau eksploitasi dan diskriminasi.

ot

] Pasal 28 .

eSO
Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima

bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial seperti kelompok masyarakat,
anggota masyarakat, beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan
miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri

pahlawan yang tidak mampu.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan
miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 29

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan/proposal tertulis kepada Bupati.
Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal tertulis

'sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Contoh format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum pada Lampiran IX
Peraturan Bupati ini. :
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
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Fasal 30

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (5) dan ayat (6) yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pencantuman
plafond anggaran belanja bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang. '

Pasal 31
Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32
Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian
obyek belanja berkenaan pada PPKD.
Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja
bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat,
dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial. - :

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34
Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan
Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.
Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran X Peraturan Bupati ini.
Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengah cara pembayaran langsung (LS).
Pengajuan bantuan sosial dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran

langsung (LS) ke rekening giro bendahara pengeluaran khusus belanja bantuan sosial
pencairan selanjutnya di transfer ke rekening penerima bantuan sosial (sampai dengan

Rp. 5.000.000,00.- keatas)
Peri'yaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilengkapi dengan kditansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pasal 35

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
rasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
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Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 36

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

(3) Contoh format penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) tercantum pada Lampiran Xl Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 38
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang
meliputi: _
a. Usulan / proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan / proposal;

" d. Kkuitansi dinas sebagai bukti penyaluran bantuan sosial; B

RREESECISN y

e. Copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah; dan

f. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.

Pasal 39

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial dalam bentuk
barang meliputi:

a. Usulan / proposal dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c. bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

(2) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ tercantum pada Lampiran Xl Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

(1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial; dan / atau

b. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan / proposal.

(3) Contoh Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
tercantum pada Lampiran XlII Peraturan Bupati ini.

(4) Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi

penerima bantuan sosial berupa uang.
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(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan
oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 41

(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam
tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam

neraca. .

Pasal 42

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan
pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 43

(1) SKPD terkait melakukan monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi bagi penerima hibah
dan bantuan sosial untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah
dan bantuan sosial serta melaporkan kepada Bupati.

(2) Hasil monitoring dan .evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

(3) SKPD terkait membuat surat teguran tertulis kepada penerima hibah dan bantuan sosial
yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan dari Peraturan
Bupati.

BAB Vi

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 44

(1) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)
terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang
telah disetujui, mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh tindakan
melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan

ketentuan perundang=undangan yang berlaku.

(2) Penerima hibah dan bantuan sosial yang karena perbuatannya melanggar hukum atau
melalikan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya secara langsung merugikan
keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut dan menyetorkannya ke Kas Daerah
Nomor Rekening : 3001000016 pada PT.Bank Kalbar Cabang Sanggau.

(3) Setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada penerima hibah dan bantuan sosial
yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalikan kewajibannya sesuai ayat (1) segera
dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau pengakuan bahwa kerugian tersebut
menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

(4) Jika Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak mungkin diperoleh atau tidak
dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan daerah, Kepala Daerah mengeluarkan
Surat Keputusan pembebanan kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
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Pasal 45

(1) Penerima Hibah dan. Bantuan Sosial yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian
daerah dapat dikenakan sanksi administrative (tidak akan menerima lagi hibah dan
bantuan sosial untuk tahun-tahun berikutnya) dan atau tuntutan hukum pidana.

(2) Putusan pidana atas kerugian daerah tidak membebaskan penerima hibah dan bantuan
sosial dari tuntutan ganti rugi keuangan daerah.

S 1)

BAB VII
% PEMBIAYAAN
. 18
Pasal 46

Scgala biaya vard dihutuhkan sebagai akibat citetapkannya “eraturan Bupati ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

RSt R L AR

& Ditetapkan di Sanggau
pada tanggai 22 Desember 2011

Sotigie BUPATI SANGGAU, .

7 | ttd.

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
. pada tanggal 22Desember 2011

% SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd.
3 C. ASPANDI
| BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2011 NOMOR 45
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